
Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU 

NOMOR 7 1  TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

DINAS PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas 

Perhubungan, dipandang perlu menjabarkan Togas dan 

Fungsi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Dinas 

Perhubungan; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 

2.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten 

Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di 

Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4350); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 



Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran 

Daerah Tahun 2016 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN 

FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru. 

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru. 

3. Dinas adalah Dinas Perhubungan. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan. 

5. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi 

Dinas. 

6. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa 

fungsi Dinas. 



BAB II 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

DINAS 

Pasal 2 

(1 )  Dinas mempunyai tugas membantu Bupati mclaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan 

dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah; 

(2) Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan, 

prasarana, serta pengembangan dan keselamatan; 

b. perumusan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan 

angkutan, prasarana, serta pengembangan dan keselamatan; 

c. pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan lalu lintas dan 

angkutan, prasarana, serta pengembangan dan keselamatan; 

d. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan lalu lintas dan angkutan, 

prasarana, serta pengembangan dan keselamatan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan 

lalu lintas dan angkutan, prasarana, serta pengembangan dan 

keselamatan; dan 

f. pe laks anaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

Bagian Kedua 

KELOMPOKPENDUKUNG 

Pasal 3 

(1)  Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru; 

(2) Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

kelompok pendukung melaksanakan fungsi: 



a. koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan 

dinas perhubungan; 

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, 

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, kearsipan dan dokumentasi; 

c. penataan organisasi dan tata laksana; 

d. koordinasi dan pennyusunan peraturan perundang-undangan; 

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 4 

Tugas Sub kelornpok Perencanaan dan Keuangan: 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana-rencana, program, 

anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang 

milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan. 

Pasal 5 

Tugas Sub kelornpok Kepegawaian dan Urnum: 

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, 

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata 

laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

KELOMPOK LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 

Pasal 6 

(1 )  Kelompok Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi 

dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan; 

(2) Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

kelompok Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas 

angkutan dan pengujian sarana; 



b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, 

angkutan, dan pengujian sarana; 

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, 

angkuatan, dan pengujian sarana; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 7 

Tugas Sub kelompok Lalu Lintas: 

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ 

Kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan 

pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten dan/atau jaringan jalur 

kereta api kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan 

pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah 

kabupaten, penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten, 

penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah 

kabupaten dan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapiaan pada 

jaringan jalur perkeretaapian, penyediaan perlengkapan jalan di jalan 

kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 

kabupaten, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan 

kabupaten. 

Pasal 8 

Tugas Sub kelompok Angkutan: 

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa 

angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten, penetapan 

kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) 

daerah Kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan 

dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, penetapan rencana umum jaringan 

trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, 

penerbitan izin penyelengaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan 

dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, penetapan tarif kelas 

ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam 

daerah kabupaten serta angku tan perkotaan dan perdesan yang wilayah 



pelayanannya dalam daerah Kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan 

laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten dan 

beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah Kabupaten, penerbitan izin 

usaha angku tan lau t pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan 

usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam 

daerah Kabupaten, penerbitan izin trayek penyelengaraan angkutan sungai 

dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten 

yang bersangkutan, penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang 

kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatanya pada lintas penyebrangan 

dalam daerah Kabupaten, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapiaan 

umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah 

Kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan 

mengunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya 

berada dalam daerah Kabupaten, penerbitan izin penyelengaraan taksi dan 

angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah 

Kabupaten, penerbitan izin usaha penyelengaraan angkutan sungai dan 

danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara indonesia 

atau badan usaha, penerbitan izin usaha penyelengaraan angkutan 

penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan penerbitan izin 

pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan 

penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah 

Kabupaten. 

Pasal 9 

Tugas Sub kelompok Pengujian Sarana: 

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, 

dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan 

kapal. 

Bagian Keempat 

KELOMPOK PRASARANA 

Pasal 10 

( 1) Kelompok Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan 

pelaporan di bidang prasarana; 



(2) Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
kelompok Prasarana melaksanakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, 
pembangunan, dan pengoperasian prasarana; 

b. penyiapan bahan pelaksanaaan kebijakan di bidang perencanaan, 
pembangunan, dan pengoperasian prasarana; 

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, 
pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 1 1  

Tugas Sub kelompok Perencanaan Prasarana: 

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan 
DLKR/DLKP pelabuhan penumpang lokal, penetapan rencana induk dan 

DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. 

Pasal 12 

Tugas Sub kelompok Pembangunan Prasarana: 

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelengaraan dan 

pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan 

pembangunan pelabuhan penumpang lokal, pembangunan dan penerbitan 

izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin pekerjaan 

pengerukan di wilayah perairan pelabuhan penumpang lokal, penerbitan 

izin reklamasi wilayah perairan pelabuhan penumpang lokal, penerbitan 

izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter. 

Pasal 13 

Tugas Sub kelompok Pengoperasian Prasarana: 

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 
evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan penumpang 

lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha 

badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin 



pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian 

pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan penumpang lokal, penerbitan 

izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam 

DLKR/DLKP pelabuhan penumpang lokal. 

Bagian Kelima 

KELOMPOK PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN 

Pasal 14 

(1 )  Kelompok Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan 

transportasi; 

(2) Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  

kelompok Pengembangan dan Keselamatan melaksanakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan modal, 

teknologi, perhubungan, lingkungan perhubungan, dan 

keselamatan; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan 

modal, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan 

keselamatan; 

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan 

modal, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan 

keselamatan; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

Tugas Sub kelompok Pemaduan Modal dan Teknologi Perhubungan: 

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan modal dan pengembangan 

teknologi perhubungan. 



Pasal 16 

Tugas Sub kelompok Lingkungan Perhubungan: 

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan 
perh u bungan. 

Pasal 17 

Tugas Sub kelompok Keselamatan: 

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu 

lintas jalan dijalan provinsi, baik fungsi jalan keselamatan sarana dan 

prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan 

provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan 

angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi 

kebaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu 

lintas dan angku tan j alan. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Aru. 



Ditetapkan di Dobo 

pada tanggal 28 Desember 2017 
-  u 

BUPATY KEPULAUAN ARU, 
) 

' ¢ 

Oiundangkan di Dobo 

pada tanggal 28 Desember 2017 

SEKRE' ARIS. RAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 
1, � 

- � 

PA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..7I 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN 

NOVY EDWIN M. SOLISSA 


